
PERATURAN BUPATI KUTAI I(ARTANEGARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAIIAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2O1O
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS I(ESEHATAN

Menimbang : a.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 57
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2oll tentang Perubahan Pertama atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, maka dipandang perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Kartanegara;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2OlO tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit (UPT) Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa UPT dianggap
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu
dilakukan pembentukan dan pengembangan UPT Dinas
Kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-
masing;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2O1O tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 182O);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3a95);

Mengingat : 1.
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b.

c.

2.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang
Pembagian Umsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 20, Tatrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2oll;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2OOZ tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Uruasan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan I(abupaten Kutai Kartanegara
(kmbaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2OIl Nomor L l);
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2ALL tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2OlL Nomor 9).

L4.

16.

17.

18.

19.

20.

MEMUTUSKAN :

MeNetapKan : PERUBAIIAIY KEDUA PERATURAN BUPATI KUTN
KARTANEGARA TENTANG ORGAITISASI DAN TATA KERT'A
UITIT PELIII(SANA TEKI{IS DINAS KESTIIATAIT

Pasal I
Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Unit (UPT)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegaran ditambah
angka 34 dan 35, sehingga penambahan pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun L999 tentang Pokok-
pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun t999 Nomor t69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 32 ?ahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 6O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor aa38l;

8. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zOLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a38e);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35a7l,;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor LOO Tahun
20OO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aL9a\

11. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a263);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;



Pasal 9

34.UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Jonggon Kecamatan Loa
Kulu dengan wilayah kerja meliputi Desa Jonggon, Desa
Margahayu, Desa Jonggon Raya, Desa Sungai Payang,
Desa Long Anai dan sekitarnya;

35.UPI Dinas Kesehatan Fuskesmas Bunga Jadi Kecamatan
Muara Kaman dengan wilayah kerja meliputi Desa Separi
Makmur, Desa Sidomukti, Desa Panca Jaya, Desa Bunga
Jadi, Desa Manamang Kiri, Desa Manamang Kanan, Desa
Puan Cepak, Desa Sebintung dan sekitarnya;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Juli 2Ol3
BUPATI KUTAI I{ARTANEGARA

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 4 Juli 2Ol3

SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN KUTAI I(ARTANEGARA,

EDI
NrP. 19650302 199403 I 11

BERITA DAERAH I(ABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2OI3 NOMOR 31

RITA WIDYASARI


